Jurnal IImiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]
Vol 1 Nomor 4 Desember 2021, hal 1-16
ISSN: 2808-6708

Perlindungan Hak Cipta Pada Kesenian Tradisional
Kulcapi Karo (Studi Pada Kelompok Kesenian
Desa Budaya Lingga Karo)

Nadya juwita
1Fakultas Hukum, 2Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: nadyajuwita@gmail.com

Abstrak

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena
kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut berupa karya dibidang teknologi, ilmu
pengetahuan, seni dan sastra. Kulcapi merupakan alat musik tradisional suku karo dari Sumatera
Utara yang sering dipergunakan pada acara ritual, upacara adat, dan juga pertunjukan musik Karo.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan, penerapan, hingga kendala serta hambatan
Hak Cipta terhadap kesenian tradisional Kulcapi Karo. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian
hukum empiris diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan
mengolah data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian dalam
melakukan perlindungan Hak Cipta terhadap Kesenian Tradisional Kulcapi Karo berpedoman pada
pengaturan hukum tentang perlindungan Hak Cipta. Diatur dalam UU No.28 tahun 2014 tentang Hak
Cipta, UU No.5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan PP No.87 tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan UU No.5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Akan tetapi sangat
disayangkan ditengah Peraturan tersebut tidak ada Peraturan Daerah Karo yang melindungi Hak
Cipta terhadap Kesenian Tradisional Kulcapi Karo. Hingga akhirnya ini menjadi sebuah ancaman bagi
eksistensi Kesenian Tradisional Kulcapi Karo.

Kata Kunci: Hak cipta, kulcapi karo, intelektual

Jurnal Homepage: http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum 1


mailto:nadyajuwita@gmail.com

Jurnal IImiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]
Vol 1 Nomor 4 Desember 2021, hal 1-16
ISSN: 2808-6708

1. PENDAHULUAN
Negara Indonesia ialah Negara yang terdiri dari beranekaragam etnik dan suku bangsa

yang berasal dari berbagai daerah. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas atau budaya

tersendiri. Hal ini yang mendasari setiap suku bangsa memiliki budaya dan kesenian
tradisional yang berbeda antara satu suku dengan suku yang lainnya. Keanekaragaman
etnik dan suku bangsa yang dimiliki Indonesia membuat Indonesia menjadi negara yang
multikultural. Namun demikian pelestarian budaya dan kesenian Indonesia masih banyak
yang memperihatinkan. Salah satu kesenian atau budaya tradisional milik masyarakat

Indonesia yang saat ini pelestariannya memperihatinkan adalah Ekspresi Budaya

Tradisional. Hal ini bisa dilihat dari beberapa Ekspresi Budaya Tradisional milik bangsa

Indonesia yang diklaim oleh bangsa asing dan juga beberapa diantaranya mengalami

kepunahan. Beberapa dari Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia yang pernah diklaim oleh

negara lain diantaranya Wayang kulit, Kuda Lumping, lagu Rasa Sayange, Angklung, dan

Batik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki data yang menunjukkan bahwa

terdapat 2644 karya budaya tak benda di Indonesia, namun baru 77 yang telah ditetapkan

secara resmi sebagai warisan budaya takbenda Indonesia, termasuk diantaranya telah
ditetapkan lebih dulu sebagai Warisan Dunia oleh United Nations Educational, Scientific and

Cultural Organization (UNESCO).

Secara nasional upaya untuk melindungi Ekspresi Budaya Tradisional telah diusahakan
dalam penyusunan draf akademik RUU sejak tahun 2007 namun sampai saat ini RUU
tersebut belum disahkan sebagai undang-undang. Pengaturan Ekspresi Budaya Tradisional
saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta ini dikatakan bahwa:

1. Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh Negara.

2. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional
sebagaimanadimaksud pada ayat (1).

3. Penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas Ekspresi
Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Tanah Karo adalah salah satu Kabupaten yang ada di Propinsi SumateraUtara
Indonesia, yang memiliki berbagai ragam kebudayaan yang unik. Setiapetnis di sumatera
Utara memiliki budaya dan kesenian yang berbeda dengan etnislainnya. Demikian pula
dengan masyarakat Karo yang memiliki kebudayaan yangsecara turun temurun diwariskan
dari nenek moyangnya yang di sampaikan secaralisan maupun tulisan agar kebudayaan
yang mereka wariskan kepada anakcucunya tidak hilang dan tetap dapat melestarikan
kebudayaan yang telah diwariskan.

Kabupaten Karo mempunyai beberapa kesenian tradisional di antaranyaadalah seni
sastra, seni musik, seni suara, seni tari, seni pahat (ukir), dan senidrama. Musik Tradisional
Karo adalah hasil dari kebudayaan Karo, sistemkepercayaan, sebagai mata pencarian dan
sekaligus sebagai hiburan bagi kaummuda ataupun masyarakat karo itu sendiri. Suku karo
memiliki berbagai alatmusik tradisional baik itu alat musik tiup, petik maupun di gesek yang
bisadimainkan secara tunggal (solo) maupun bersamaan atau ansamble, adapun alatmusik
karo adalah seperti Kulcapi, Balobat, Surdam, Keteng-Keteng, Murbab,Saruune, Gendang
Singindungi, Gendang Singanaki, Penganak dan Gung, yang biasa digunakan masyarakat
Karo untuk menari, menyanyi, dan sebagai acarasacral (ritual).Pada masa sekarang ini
peranan musik tradisional semakin berkembang, ini terlihat dari penggunaan alat musik,
kulcapi sebagai alat musik petik dapat digunakan dan difungsikan dalam berbagai hal.
Kulcapi perlu dilestarikan untuk menjaga kelestarian instrument kulcapi itu sendiri.
Meskipun pengaturan Ekspresi Budaya Tradisional telah diatur dalam UndangUndang Hak
Cipta, namun beberapa Ekspresi Budaya Tradisional yang dirasakan kurang diperhatikan
sehingga perlu adanya pelestarian. Salah satu Ekspresi Budaya Tradisional yang saat ini
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kondisinya perlu diperhatikan serta dilestarikan ialah Ekspresi Budaya Tradisional
masyarakat Karo khususnya alat musik kulcapi karo. Alat musik tradisional Karo adalah
sebuah alat musik yang digunakan dalam kegiatan budaya.

Bangsa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Keberagaman dan
kekhasan budaya dari setiap suku bangsa merupakanaset yang tidak terhitung
jumlahnya. Warisan budaya merupakan bagian dari keberagaman dan kekhasan yang
dimiliki oleh setiap suku bangsa di Indonesia. Salah satunya warisan budaya
tradisional ialah Kulcapi Karo. Kulcapi Karo merupakan alat musik tradisional karo
yang salah satunya dibuat di Desa Budaya Lingga, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo.
Pembuatan Kulcapi Karo terbilang cukup sederhana hanya menggunakan bahan dasar
kayu yang ditambahkan senar gitar secara modern dan bunyi yang ditimbulkan
menyerupai melodi sederhana gitar. Kulcapi Karo masih sampai saat ini digunakan
baik dalam acara pernikahan, kematian, hingga kerja tahun (pesta panen). Hingga
saat ini pembuatan Kulcapi Karo di Desa Budaya Lingga masih terus berlanjut karna
sebagai pemasukan warga setempat dan melestarikan budaya Karo. Hal ini
merupakan investasi hak kekayaan intelektual yang harus dijaga dengan adanya
perlindungan hukum hak kekayaan intelektual, dimana salah satunya menciptakan
salah satu subsektor ekonomi kreatif yang juga dapat dikembangkan melalui format
bisnis waralaba. Karena modal utama investasi hak kekayaan intelektual bukanlah
kekayaan materi atau sumber daya alam, namun kekayaan non-material (modal
intelektual) berupa kreasi dan inovasi.

Perlindungan hukumhak kekayaan intelektual merupakan sistem kepemilikan yang
merupakan penghargaan (reward) atau ekspresikepribadian atau perangsang
(incentive) bagi pencipta, inventor atau pendesain atas pengorbanannya dalam
menghasilkan kreasi intelektual yang memiliki implikasi finansial yang signifikan.
Perlidungan hukumhak kekayaanintelektual sangat diperlukan agar para pencipta,
inovator,dan pendesain tsetap memiliki gairah untuk menghasilkan karya intelektual
sebanyak banyaknya bagi kemajuan peradaban manusia. Untuk itu diperlukan
perlindungan hukum yang tepat oleh Negara secara seimbangdalam penyebaran
penguasaan hak kekayaan intelektual, diantaranya berbagai aturan hukum hak
kekayaan intelektual, seperti Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
danaturanlainnya.Mengingat batik memiliki potensi ekonomi yang besar tentunya
diperlukan perlindungan hak kekayaan intelektual untuk menghindari adanya pihak
yang memanfaatkan motif batik dengan cara mengambil esensi dari motif tersebut
untuk diperbarui dan meramunya menjadi inovasi motif batik terbaru yang didaftarkan
secara individual.

Kesadaran dan pemahaman masyarakat Indonesia khususnya warga Desa Budaya
Lingga terhadap pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual hingga saat ini
masih lemah, dibuktikan denganparapengrajin  Kulcapi yang sampai saat ini
belummengerti dan memahamidengan perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya
hak cipta dan hak merek, desain industri.

Peran Pemerintah Daerah dalam hal inisudah memberikan sosialisasi mengenai
pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual untuk para usaha kecil menengah,
namun niat dari para usaha kecil menengah untuk menghadiri dalam sosialisasi
tersebut masih belum ada.Karena jika warga Desa Budaya Lingga khususnya para
pengrajin kulcapi mengetahui pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual maka
para pengrajin kulcapiakan mendaftarkan hasil karyanya ke Direktorat JendralHKI.
Manfaat dari perlindungan hak kekayaan intelektual antara lain memberikan kepastian
hukum kepada pencipta, inovator atas hasil karyanya lalu dapatmeningkatkan omzet
penjualan apabila Kulcapi Karo tersebut dijual di berbagai daerah karena sudah
memiliki ciri khas tersendiri pada Kulcapi Karo. Dengan kata lain hak kekayaan
intelektual memiliki banyak manfaat mulai dari apresiasi terhadap karya hingga
menghasilkan kekayaan,dengan demikian menjadikan pencipta atau inventornya
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bergairah dalam menciptakan hasil hasil karyanya yang lain. Kulcapi ini merupakan
salah satu bagianpenting dari musik yang digunakan masyarakat karo. Kulcapi dapat di
gunakansebagai alat musik tunggal maupun ansambel. Berdasarkan observasi
peranankulcapi pada masyarakat karo dapat menceritakan suatu seritacerita rayat
seperticerita pengajak kuda sitajur, ceria perkatimung beru tarigan, tangistangisseberaya,
tangis-tangis Guru dan beberapa ceritah lainnya.

Kulcapi adalah alat musik tradisional Suku Karo dari SumatraUtara yang sering
dipergunakan pada upacara ritual, upacara adat, dan juga pertunjukan musik Karo. Kulcapi
terbuat dari kayu tualang, ingul, jelutung, dan kayu keras lainnya dan dibentuk menyerupai
gitar yang memiliki dua tali senar yang terbuat dari akar enau, tetapi akhir-akhir ini telah
diganti dengan kawat baja atau nylon. Cara memainkan kulcapi dipetik seperti memainkan
gitar dan dapat digunakan sebagai alat musik tunggal maupun ensambel. Untuk
menentukan tinggi dan rendahnya nada, senar dapat dikencangkan dan dikendorkan
dengan alat putar yang terdapat pada bagian kepala.

Kulcapi digunakan sebagai alat musik tunggal atau dimainkan bersandingan bersama
beberapa alat musik lainya seperti keteng-keteng, gendang karo, balobat dan alat musik
lainnya. Biasanya alat-alat musik tradisional Karo digunakan untuk mengiringi tarian adat
maupun nyanyian /lagu-lagu tradisional Karo. Masing-masing cerita tersebut dimainkan
melalui melodi kulcapi. Kulcapibiasanya diiringi alat musik keteng-keteng dan mangkuk
putih. Bahan utama untukmembuat kulcapi adalah kayu juhar, kayu nangka dan kayu
lancing. Caramemainkan kulcapi secara umum dipetik seperti memainkan guitar dengan
posisitangan kanan memangku ujung alat musik kulcapi sekaligus jari tangan
kananmemegang kuis-kuis. Kuis-kuis adalah alat petik yang terbuat dari kayu ataukadang-
kadang dari tanduk binatang digunakan sebagai pemetik senar kulcapi. Pada Kecamatan
Pancur Batu ada terdapat seorang pembuat kulcapi yangbernama Bapak Pauzi Ginting,
salah satu masyarakat Karo yang masihmelestarikan alat musik tradsional Karo. Kulcapi
yang dibuat oleh Bapak PauziGinting tergolong baik, yang sering digunakan oleh seniman-
seniman di kotaMedan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum dengan menggunakan
pendekatan Hukum sosiologis (yuridis empiris) dimana pendekatan yuridis empiris
menganilis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan bahan hukum
(yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriftif analisis penelitian yang melukiskan
objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk menggambil kesimpulankesimpulan
yang berlaku secara umum, maka metode penelitian pendekatan yuridis empiris
dengan menggambil lokasi penelitian di Karo.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Hukum Kesenian Tradisional Kulcapi Karo dalam Hukum Positif di
Indonesia

Keanekaragaman suku, bahasa, adat dan kepercayaan yang ada di Indonesia,
menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya tradisional. Kekayaan
budaya tersebut menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar sehingga dapat
mendukung proses pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak mengherankan
bahwa nilai tersebut telah menyebabkan pihak asing berulangkali memanfaatkan tanpa izin
dan/atau mengakui budaya tradisional di Indonesia sebagai milik mereka.

Klaim negara lain terhadap budaya tradisional Indonesia dapat merugikan kepentingan
nasional karena semakin lama akan semakin banyak budaya tradisonal Indonesia yang
diambil alih oleh bangsa lain, sedangkan masyarakat Indonesia sendiri tidak mendapat
keuntungan dari karya intelektual warisan budaya Indonesia tersebut. Sebagai suatu karya
intelektual, karya seni dan budaya tradisional sudah seharusnya mendapatkan perlindungan
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hak kekayaan intelektualnya. Hak kekayaan intelektual merupakan satu bentuk hasil berpikir
manusia yang kemudian diterjemahkan ke dalam sebuah ciptaan atau temuan. Hal yang
paling mendasar bagi perlindungan hak kekayaan intelektual adalah bahwa seseorang yang
telah mencurahkan usahanya untuk menciptakan atau menemukan sesuatu selanjutnya
mempunyai hak alamiah untuk mengontrol apa-apa yang diciptakannya. Hak kekayaan
intelektual memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan
intelektual manusia sebagai inti dan objek pengaturannya. Karya tersebut di dalamnya
terdapat unsurpembangunan yang berasal dari akal, dan dengan ini manusia dapat
mengembangkan dan memanfaatkannya guna kesejahteraan hidupnya. Hak kekayaan
intelektual dapat memberikan manfaat ekonomi apabila temuan atau ciptaan tersebut
digunakan oleh orang lain dalam aktivitas yang bersifat komersial.

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah
provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan
penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi
pemerintah daerah. Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan
otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan
daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah.

Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan
perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan
secara nasional. Peraturan perundang-undangantingkat daerah merupakan bagian tak
terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu
tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan
umum.

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan
mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari
oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak
kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan
lingkungan dan budaya. Kemudian menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan
perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan
persetujuan Kepala Daerah. Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian
kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat
dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan. Prinsip dasar
penyusunan peraturan daerah :

1. Transparansi/keterbukaan
2. Partisipasi
3. Koordinasi dan keterpaduan.

Rancangan peraturan daerah yang telah memperoleh kesepakatan untuk dibahas
kemudian dilaporkan kembali kepada walikota oleh sekretaris daerah disertai dengan
nota pengantar untuk walikota dari pimpinan DPRD. Proses pembahasan dilaksanakan
berdasarkan peraturan tata tertib DPRD. Sebelum dilakukan pembahasan di DPRD,
terlebih dahulu dilakukan penjadwalan oleh badan Musyawarah DPRD. Pembahasan
pada lingkup DPRD sangat sarat dengan kepentingan politis masing-masing fraksi.
Tim kerja dilembaga legislatif dilakukan oleh komisi ( A s/d D). Proses pembahasan
diawali dengan rapat paripurna DPRD dengan acara penjelasan walikota. Selanjutnya
pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD. Proses berikutnya adalah
pembahasan oleh Komisi, gabungan Komisi, atau Panitia Khusus (pansus). Dalam
proses pembahasan apabila DPRD memandang perlu dapat dilakukan studi banding
ke daerah lain yang telah memiliki peraturan daerah yang sama dengan substansi
rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas. Dalam hal proses pembahasan
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telah dianggap cukup, selanjutnya pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna
DPRD yang didahului dengan pendapat akhir Fraksi.
a. Proses Penyusunan Peraturan Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah membuat sejumlah
peraturan daerah. Pertaturan daerah tersebut biasa disingkat dengan istilah perda.
Perda tersebut bisa mengatur masalah administrasi, lingkungan hidup, ketertiban,
pendidikan, sosial, dan lain-lain. Perda tersebut pada dasarnya dibuat untuk
kepentingan masyarakat. Proses penyusunan peraturan daerah melalui beberapa
tahap. Penyusunan peraturan daerah dimulai dengan perumusan masalah yang akan
diatur dalam perda tersebut. Masalah yang dimaksud adalah masalahmasalah sosial
atau publik.

Pada umumnya masalah sosial dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sebagai
berikut:

a. Masalah sosial yang terjadi karena adanya perilaku dalam masyarakat yang
bermasalah. Misalnya: maraknya perjudian atau beredarnya minuman keras dalam
masyarakat sehingga membuat kehidupan masyarakat terganggu.

b. Masalah sosial yang disebabkan karena aturan hukum yang tidak lagi proporsional
dengan keadaan masyarakat. Misalnya, perda tentang retribusi pemeriksaan
kesehatan yang sangat memberatkan masyarakat kecil sehingga peraturan daerah
tersebut harus diganti. Pembuatan suatu peraturan, baik peraturan pusat maupun
peraturan daerah, pada dasarnya hampir sama mulai dari asas-asasnya, materi
muatannya dan sebagainya.

Berkarya menjadi hak pribadi bagi setiap individu untuk menuangkan serta
menghasilkan gagasannya melalui sebuah keindahan. Sedangkan hasil dari hal
tersebut ialah karya seni/kesenian. Kesenian ini, juga tentunya berhak untuk dilindungi
serta dijaga melalui hak cipta. Sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta, yang memberikan pengertian hak cipta: "Hak cipta merupakan sebuah hak
eksklusif pencipta dimana hak ini timbul secara prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan
diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan”. Melalui penelusuran yang dilakukan penulis
baik kepustakaan ataupun sumber peraturan daerah yang ada, belum ada Peraturan
Daerah di Kabupaten Karo yang melindungi Hak Cipta terhadap Kesenian Tradisional
Kulcapi Karo.

Dalam era global ini, musik lebih banyak hadir sebagai hiburan atau entertainment.
Musik seperti itu membanijiri masyarakat melalui radio, televisi, kaset CD/VCD maupun
medium MP3. Di luar itu, musik tampil di panggung-panggung pertunjukan, cafe, restoran,
pub dan tempat- 28 dan tempat hiburan lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, budaya tradisional
termasuk dalam karya ciptaan yang dilindungi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 dan Pasal
12. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 mengatur tentang folklor dalam hal
pemegang Hak Cipta, yakni: ayat (1) “Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan
prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya”; ayat (2) “Negara memegang Hak
Cipta atas folklor dari hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita,
hikayat, dogeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan,koreografi, tarian, kaligrafi dan
karya seni lainnya.” Selanjutnya Penjelasan undang-undang tersebut memberikan definisi
folklor sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik oleh sekelompok maupun perorangan
dalam masyarakat yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar
nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun menurun, termasuk: 1. cerita rakyat, puisi
rakyat; 2. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional; 3. tariantarian rakyat, permainan
tradisional; 4. hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukirukiran, pahatan, mosaik,
perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik, dan tenun tradisional.

Dalam Pasal 12 ditegaskan pula bahwa karya ciptaan yang dilindungi oleh
undangundang ini adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang
mencakup: buku, pogram komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang
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diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang
sejenis dengan itu; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu
pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama atau drama musikal, tari,
koreografi, pewayangan, dan pantomim; seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis,
gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
arsitektur; peta; seni batik; fotografi; dan sinematografi.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, masih belum

terfokus bagaimana konsep perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional. Hal ini
diungkapkan pula oleh P.V Valsala G Kutty dalam penelitiannya tentang Indonesia yang
dipublikasikan oleh WIPO, bahwa:
In the absence of detailed regulations, as provided for under the Copyright Act, there is a
vacuum in the legal framework for the implementation of copyright protection for cultural
products representing communal properties. It is not clear as to what mechanism will be
developed for the commercial or other use of cultural products by foreigners, and whether
any fair uses will be contemplated, and in addition, if any royalty will be prescribed to be paid
for use of such cultural products. If such a mechanism is developed, to which agency would
payment be made?

Kelemahan Undang-Undang Hak Cipta dalam melindungi budaya tradisional Indonesia,
memberikan kontribusi pada lemahnya perlindungan budaya tradisional di Indonesia.
Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat harus berkomitmen untuk melakukan
upaya perlindungan ekspresi budaya tradisional. Di era otonomi daerah, peran pemerintah
daerah dalam mengelola budaya tradisional sebagai aset intelektual daerah menjadi terbuka
seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerabh.

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah menyatakan bahwa: Kelemahan Undang-Undang Hak Cipta dalam melindungi
budaya tradisional Indonesia, memberikan kontribusi pada lemahnya perlindungan budaya
tradisional di Indonesia. Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat harus
berkomitmen untuk melakukan upaya perlindungan ekspresi budaya tradisional. Hal serupa
juga berlaku bagi Pemerintah Kabupatan/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1).
Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah memiliki peranan
penting dalam mengelola potensi ekspresi budaya tradisional yang ada di daerahnya, dan
diharapkan pengelolaan tersebut dapat berdampak positif terhadap peningkatan
kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004, dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g menyebutkan bahwa urusan pemerintahan
daerah provinsi dan kabupaten/kota meliputi bidang urusan kebudayaan dan pariwisata.
Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) huruf w menyebutkan bahwa urusan wajib yang wajib
diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah
kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah kebudayaan.

Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 membedakan pembagian
urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata, khususnya untuk sub bidang
kebudayaan menjadi tiga urusan yaitu urusan Pemerintah, urusan Pemerintah Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan daerah merupakan salah satu jenis
peraturan perundang- undangan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Setiap peraturan
perundang-undangan di Indonesia memiliki kedudukan dan kekuatan hukum sesuai dengan
hirarki peraturan perundangundangan.

Pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional harus
tetap bersumber pada peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan
harmonisasi dan sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan
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yang lain. Kedudukan peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional
adalah sebagai aturan otonom yang mengatur kebijakan perlindungan hak kekayaan
intelektual di bidang kebudayaan. Peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya
tradisional sebagai aturan otonom memang tidak diharuskan memiliki kesesuaian substansi
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, akan tetapi sebagai bagian dari
sistem hukum hak kekayaan intelektual hendaknya pengaturan pemanfaatan dan
perlindungan ekspresi budaya tradisional tetap berada pada kerangka hukum hak kekayaan
intelektual yang berlaku baik secara nasional maupun internasional.

Peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional tetap harus
memperhatikan kesesuaian norma atau materi muatan peraturan daerah dengan peraturan
perundang-undangan lain yang mengatur hukum hak kekayaan intelektual pada umumnya
dan hak cipta pada khususnya. Materi muatan yang diatur dalam peraturan daerah tentang
perlindungan ekspresi budaya tradisional tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip
perlindungan hukum kekayaan intelektual yang diatur dalam Perjanjian TRIPs, Konvensi
Berne, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Kesenian Tradisional Kulcapi Karo

Sistem hukum hak kekayaan intelektual (Selanjutnya disebut HKI) pada awal
perkembangannya di Indonesia kurang dikenal dan kurang mendapat perhatian sehingga
sering terjadi pelanggaran di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh konsep HKI tidak berakar
pada sistem hukum nasional melainkan dari sistem hukum barat yaitu menekankan pada
konsep individual. Sistem HKI di Indonesia berkonsep pada konsep komunal. Konsep
komunal lebih menekankan karya-karya intelektual seperti karya cipta diciptakan untuk
kepentingan orang banyak dan bukan untuk kepentingan individu. Sedangkan konsep yang
dianut oleh sistem hukum barat yaitu sistem individual menekankan pentingnya
perlindungan hukum kepada seseorang yang telah menghasilkan suau karya intelektual
yang mempunyai nilai ekonomi dimana karya tersebut lahir dari proses yang panjang serta
penuh dengan pengorbanan.

Dalam UU Hak Cipta juga mengatur perlindungan atas karya yang lahir secara komunal
yang termasuk EBT, seperti contohnya lagu tradisional. EBT di Indonesia dilindungi oleh UU
Hak Cipta yang tertuang dalam Pasal 38, yaitu:

1. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara,;

2. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

3. Penggunaaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya;

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi
budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan
Pemerintah.

Perlindungan Hak Cipta juga erat kaitannya dengan sistem nilai budaya, menurut
Konetjaraningrat, merupakan tingkat yang paling abstrak dari adat. Suatu sistem nilai
budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebgaian besar warga
masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap bernilai dalam kehidupan. Karena itu,
suatu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi perilaku
manusia. Sistem nilai serupa itu seolah-olah menjadi penuntun para individu dalam
masyarakat. Melalui sistem nilai yang terus-menerus diinternailsasikan pada individu akan
terbentuk sikap mental atau atitude seperti yang diharapkan. Secara normatif, sikap adalah
suatu keadaan mental seorangindividu untuk bereaksi terhadap lingkungannya. Sikap
seperti itu dapat dibentuk atau dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya.

Nilai-nilai Penghargaan Terhadap Karya Orang Lain

Seiring dengan upaya-upaya perlindungan berdasarkan hukum adat, dikembangkan
pula nilai-nilai dan kesadaran unutk menghargai hasil karya orang lain. Sasaran orientasinya
adalah demi karya cipta itu sendiri dan bukan nilai ekonomi atas ciptaannya. Tujuan
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orientasi demi hasil karya dan demi kepuasan batin merupakan orientasi capaian berkarya
yang tidak dapat diukur dengan parameter ekonomi. Secara psikologis, orientasi seperti itu
lebih mengarah pada aktualisasi harkat dan martabat pencipta, sebagaimana dimaksud D.C.
McClelland sebagai achievement orientattion. Perkembangan pada tiga dekade terakhir ini
menunjukkan kecenderungan adanya perubahan signifikan dalam caracara pengelolaan
Hak Cipta. Hal itu ditandai dengan banyaknya kreasi ciptaan yang dibuat tanpa menghargai
nilai-nilai yang terkandung dalam ciptaan. Motif dan orientasi untuk berkarya dengan
demikian hanya untuk kepentingan komersil dan mencari keuntungan. Masalahnya, apa
yang dianggap menguntungkan sering kali harus diperoleh dengan mengorbakan etika
penghormatan terhadap hak-hak pencipta. Karya seni seperti itu juga sering dibuat dengan
mengambil, memotong, memaodifikasi ataupun mengubah ciptaan orang lain secara tanpa
izin,. Lebih dari itu, ciptaan yang dibuat dengan orientasi komersil, umumnya tidak berbobot
jika dinilai dari aspek estetika, dan bahkan cenderung menafikan martabat dan keluhuran
budaya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Di dalam
konsiderannya, undangundang ini lahir dikarenakan bahwalndonesia adalah negara yang
memiliki keanekaragamana etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni
dan sastra dengan pengembanganpengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak
Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut. Turut Serta
Membantu Melakukan Pelanggaran (Contributory Infringement) Dalam praktik penegakan
hukum hak cipta, pihak lain yang tidak secara langsung melakukan pelanggaran juga dapat
dimintai pertanggungjawaban hukumnya sebagai pelaku, yaitu dalam hal pemberian
bantuan atau turut serta melakukan tindak pidana. Dalam KUH Pidana diatur tentang dua
jenis perbuatan yang juga dianggap sebagai pelaku tindak pidana, yaitu penyertaan serta
membantu terjadinya atau terwujudnya suatu tindak pidana. Delik penyertaan diatur dalam
Pasal 55 KUHPidana yang mensyaratkan pelaku baru dapat dimintai pertanggungjawaban
hukumnya Sebagai pelaku peserta tindak pidana jika pelaku memiliki kesamaan niat atau
tujuan dengan pelaku lainnya. Sedangkan delik perbantuan diatur dalam Pasal 56 KUH
Pidana membagi dua bentuk perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan membantu
terjadinya tindak pidana (medeplichtig), yaitu memberibantuan pada saat terjadinya
kejahatan dilakukan atau mempersiapkan tindak pidana dilakukan dengan cara memberi
kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana. Penegakan Hukum
Hak Kekayaan Intelektual di Indoenesia Di mata dunia internasional, terutama negara-
negara industri maju seperti Amerika Serikat, Indonesia mendapat stigma buruk dalam
penerapan perlindungan dan penegakan hukum hak kekayaan intelektual karena Indonesia
dianggap sebagai surga pembajak hak kekayaan intelektual (the heaven of privacy).Citra
sebagai the heaven of privacy tidak juga hapus meskipun Indonesia telah menjadi anggota
World Trade Organization (WTO) dan telah meratifikasi berbagai konvensi internasional,
baik di bidang hak kekayaan intelektual, seperti Berne Convention, World Intelectual
Property Organization Copyrghts Treaty (WCT), maupun TRIPs Agrement. Namun, ternyata
kebijakan pemerintah meratifikasi konvensi internasional dan melengkapi perundang-
undangan hak kekayaan intelektual tidak cukup untuk mengubah persepsi dunia tentang
citra buruk penegakan hukum hak kekayaan inteelektual di Indonesia.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terbagi menjadi dua bagian, yaitu bersifat pribadi
dan komunal. Budaya masuk dalam kategori komunal, yang artinya kekayaan yang
dimiliki bersama-sama. Ini berarti, sangat sulit mendaftarkan kebudayaan bersifat Hak
Kekayaan Intelektual (HKI) komunal. Karena hak paten itu hanya digunakan yang
sifatnya penemuan, merek, dan desain industri. Kalaupun ingin didaftarkan, nantinya
masuk ke dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kategori pribadi, yang berarti
tergolong hak cipta. Hak cipta memiliki batas masa waktu yang bisa habis. Jika
seorang menciptakan suatu penemuan, maka hak ciptanya akan terpakai selama dia
hidup. Namun setelah meninggal dunia, hak cipta akan habis 70 tahun sejak sang
pencipta wafat.

Perlindungan kesenian tradisional dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta disebut dengan Ekpresi Budaya Tradisional melalui hukum cipta

Jurnal Homepage: http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum 9



Jurnal IImiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]
Vol 1 Nomor 4 Desember 2021, hal 1-16
ISSN: 2808-6708

merupakan salah bentuk perlindungan yang paling relevan dalam prinsipprinsip hukum

kekayaan intelektual.

Pasal 39 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa hak cipta atas
kesenian tradisional dipegang oleh Negara. Negara wajib menginventarisasi, menjaga
dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Penggunaan kesenian tradisional harus
memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Dalam Pasal
39 ayat (4) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang
dipegang oleh Negara atas kesenian tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah,
akan tetapi hak cipta terkait ekspresi budaya tradisional yang depagang oleh negara
belum ada peraturan pemerintahnya. Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang No. 28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta, ditegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta
yang dipegang oleh negara akan diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, dalam bab V terdapat
Ekpresi Budaya Tradisional dan Ciptaan yang dilindungi . Tahun 2014 merupakan
tonggak sejarah baru bagi perkembangan hukum hak cipta di Indonesia dengan
diundangkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC).

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak
Cipta (UUHC). yang mengatur tentang Budaya ataupun Warisan Budaya Bangsa
Indonesia diatur dalam BAB V Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 60 adalah sebagai
berikut:

Pasal 38

1. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.

2. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya
tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Penggunaan ekspresi budaya tradicional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas
ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 39

1. Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaantersebut belum
dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara
untuk kepentingan Pencipta.

2. Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya,
atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atas
Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk
kepentingan Pencipta.

3. Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang
melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara
untuk kepentingan Pencipta.

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak
berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat
membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.

5. Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)
dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 60

1. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu.

2. Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh
negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50
(lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

3. Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan
Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berlaku selama 50
(lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
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Perlindungan Undang’Undang hak cipta atas warisan budaya bangsa Indonesia
mencakup dua wilyah utama, pertama adalah perlindungan warisan budaya bangsa
Indonesia di mana identitas penciptanya tidak diketahui. Wilayah kedua perlindungan
warisan budaya bangsa Indonesia di mana penciptanya diketahui.

Gaya warisan budaya bangsa induk adalah sumber darigaya warisan budaya
bangsa turunannya, tetapi yang gaya turunan itu lebih sesuai dengan apresiasi estetik,
dan yang lebih penting, dapat memenuhi kriteria perlindungan hak cipta. Dari
perspektif ini, gaya warisan budaya bangsa induk adalah konsep yang sama
sebagaimana definisi warisan budaya bangsa Indonesia yang didiskusikan sebelumnya.
Gaya warisan budaya bangsa Indonesia turunan menunjuk pada karyakarya yang
berasal dari warisan budaya bangsa Indonesia dan karya- arya yang diinspirasi oleh
warisan budaya bangsa Indonesia. Dalam kenyataannya, banyak karya yang diinspirasi
oleh warisan budaya bangsa Indonesia yang dipandang sebagai karya original oleh
hukum hak cipta, dan hal ini merupakan reinterpretasi atas warisan budaya bangsa
Indonesia itu. Seorang pencipta biasanya telah menggunakan bagian penting dari
suatu warisan budaya bangsa Indonesia kesatuan spiritual dari suatu komunitas
tertentu atau identitas sosial tertentu dari komunitas itu, yang membedakannya dari
komunitas lain.

Banyak pencipta sejenis ini memiliki latar belakang budaya tradisional dalam
tradisi warisan budaya bangsa Indonesia tertentu atau beberapa pencipta bisa jadi
menjadi anggota komunitas tertentu. Dari sudut pandang ini, tampaknya masuk akal
bahwa karyakarya pencipta tersebut selayaknya dianggap sebagai karya yang
diturunkan dari warisan budaya bangsaIndonesia, dan bukan karya yang diinspirasi
oleh warisan budaya bangsa Indonesia.

Dalam hal seperti ini, jika pencipta dalam proses kreatif mereka menggunakan
banyak unsur dari sejenis warisan budaya bangsa Indonesia tertentu yang dapat
dipandang sebagai merefleksikan identitas sosial dari komunitas tertentu, karya-karya
mereka seharusnya dipandang sebagai karya yang diturunkan dari warisan budaya
bangsa Indonesia. Sebaliknya, karya-karya yang diinspirasi oleh warisan budaya
bangsa Indonesia seharusnya dimaknai hanya untuk karyakarya yang bisa merujuk
pada beberapa elemen warisan budaya bangsa Indonesia dan memberi suatu
“citarasa warisan budaya bangsa Indonesia” (folklore feeling) kepada orang lain, tetapi
dalam kenyataannya desainnya tidak menjadi milik warisan budaya komunitas
manapun. Karena jenis karya ini tidak biasanya memiliki hubungan yang aktual
dengan komunitas manapun, ia dapat dianggap sebagai suatu karya original umum
dan bisa dilindungi oleh hukum hak cipta.

Maka dari itu, Kesenian Tradisional Kulcapi Karo yang masuk kedalam warisan
budaya sudah dilindungi secara hukum oleh Negara di dalam BAB V UU Hak Cipta
tentang Warisan Budaya Tradisional. Adapun dalam perlindungan hak cipta kesenian
daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara melakukan pembinaan
berkesinambungan kepada generasi muda mengenai kebudayaan, sehingga generasi muda
mengetahui dan memahami kebudayaan dan kesenian Sumatera Utara. Adapun pembinaan
tersebut adalah dengan membentuk kelompok sanggar tari misalnya seperti kelompok tari
tor-tor yang dibawah asuhan Prof. Dr. AP. Parlindungan, SH, dan membentuk group musik
daerah sehingga tari tor-tor dan gordang sembilan itu bentuk dan gerakannya dan part
menjadi senam seperti lagu Gangnam Style dari Korea Selatan. Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Provinsi Sumatera Utara juga melibatkan group musik dan tari tersebut dalam
promosi daerah di TVRI Medan dan hingga ke luar negeri.

Upaya Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Kesenian Tradisional Kulcapi Karo
Pemerintah Daerah Karo mendefinisikan pengertian kendala adalah halangan
rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian
sasaran. Dalam hal ini kendala yang akan dikaji adalah kendala yang terjadi dalam
pembelajaran. Sedangkan penghambat atau hambatan dalam Kamus Besar Bahasa
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Indonesia diterjemahkan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat
(merintangi, menahan, menghalangi). Sedangkan pengertian dari hambatan adalah
sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Pada
penelitian ini akan diteliti tentang kendala atau hambatan dalam upaya perlindungan
hak cipta terhadap kesenian tradisional kulcapi karo.

Mempertahankan sebuah warisan budaya tentunya bukanlah hal mudah, sebab
pasti banyak ditemukan berbagai kendala ataupun hambatan untuk mempertahankan
hingga melegalisasinya sebagai sebuah hak cipta. Kulcapi sebagai alat musik
tradisional masyarakat atau suku karo menjadi sebuah obyek berharga yang wajib
dibuat hak ciptanya agar tidak diklaim oleh siapapun.

Masyarakat Karo tentunya harus bisa berkaca kepada beberapa kebudayaan
Indonesia yang pernah diklaim oleh Negara lain khususnya Negara tetangga Malaysia.
Tercatat Malaysia sudah 7 kali mengklaim budaya RI. Sejak 2007 hal tersebut sudah
dilakukan Malaysia yaitu pada tari zapin, rendang, cendol, gamelan, hingga reog
ponorogo dicatat dalam buku kebudayaan Malaysia. Maka dari itu, harus sesegera
mungkin dilakukan legalisasi hak cipta terhadap Kulcapi agar tidak memiliki nasib
yang sama seperti kebudayaan Indonesia terdahulu. Sebenarnya Kulcapi sudah sejak
lama ingin dilakukan klaim hak cipta tetapi sampai sekarang hal tersebut belum juga
terjadi.

Ada beberapa Hambatan Yang Dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Karo antara lain:

1. Hambatan Internal

Adapun dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta kesenian daerah, Pemerintah
Kabupaten Karomelalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengalami hambatan, adapun
hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut: Hambatan syang dihadapi Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karo. Hak Cipta Kesenian Daerah adalah tidak
adanya dana dalam pengurusan Hak Cipta terhadap kesenian daerah. Pemerintah Provinsi
Kabupaten Karotidak memiliki anggaran terkait pengurusan Hak Cipta.

2. Hambatan Eksternal

Hambatan secara eksternal yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinis
Sumatera Utara terkait Hak Cipta terhadap alat musik kulcapi adalah tidak adanya
kerjasama dengan pemerintah pusat terkait penyelesaian Hak Cipta atas kesenian daerah.
Selain itu juga kerjasama dengan Dirjen HAKI juga tidak ada, sehingga upaya nyata tidak
dapat di terapkan sebagai upaya pengurusan Hak Cipta atas kesenian daerah.Kerjasama
tersebut sangat penting, dengan kerjasama tersebut pemerintah daerah dan pihak terkait
dapat melakukan perlindungan Hak Cipta, contohnya kerjasama dengan Dirjen Haki. Bentuk
kerjasama ini sebenarnya memang penting. Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara
harus dapat bersinergi dengan pemerintah pusat dan Dirjen Haki untuk menyelesaikan
permasalahan Hak Cipta kesenian dan kebudayaan daerah.

Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Ada
terdapat banyak faktor yang menyebabkan penegakan hukum hak kekayaan intelektual di
Indonesia tidak efektif dan tidak sesuai dengan standar internasional yang telah disepakati,
Faktorfaktor tersebut, antara lain, lemahnya komitmen dan aparat penegak hukum, tekanan
ekonomi, tuntutan gaya hidup, kebijakan pemerintah yang timpang, dan pengaruh hukum
adat, yakni:

1) Lemahnya komitmen aparat penegak hokum.

2) Faktor tekanan ekonomi.

3) Faktor gaya hidup.

4) Faktor gaya hidup.

5) Faktor pengaruh hukum adat.

Kendala-kendala perlindungan hak cipta salah satunya adalah Kurangnya kesadaran
masyarakat.

Memasuki era globalisasi ekonomi seperti sekarang ini dan menyusul diberlakukan
TRIPs dan AFTA, Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merk mempunyai beberapa
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fungsi yang signifikan dalam upaya menghadapi kendala-kendala penegakan hukum
terhadap hak atas kekayaan intelektual. Fungsi-fungsi tersebut adalah: Pertama,
memberikan perlindungan hukum di bidang HKI. Kedua, memberikan pelayanan
pendaftaran di bidang HKI. Ketiga, meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman
masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan HKI. Keempat,meningkatkan dan
menegakkan hukum bidang HKI. Kelima, memberikan pelayanan informasi di bidang HKI
kepada masyarakat baik pemerintah maupun swasta.

“Poin ketiga merupakan poin yang berpengaruh sekali dalam upaya mencegah
timbulnya pelanggaran hak intelektual. Ini dikarenakan masalah pelanggaran hak cipta
bidang musik semata-mata tidak menyangkut aspek hukum saja, akan tetapi juga
menyangkut perilaku masyarakatnya sendiri yang memang belum bisa menghargai hasil
karya orang lain dalam bentuk apapun juga. Meskipun objek ciptaan yang dilindungi oleh UU
HC hanya berupa ilmu, seni dan sastra, namun ciptaan/karya-karya dibidang ilmu, seni dan
sastra lainnya, misalnya seni rupa dalam berbagai bentuk, tari, musik, film, drama, buku,
dan karya tulis lainnya, termasuk program komputer dan sebagainya. Padahal UU Hak Cipta
baru memberikan perlindungan hukum tambahan dibandingkan sebelumnya karena
perlindungan hak cipta baru mencakup pula performing rights, broadcasting rights, dan
sound recording rights”.

Adapun kendala atau hambatan upaya perlindungan hak cipta kesenian
tradisional kulcapi karo yaitu:

1. Tidak Merasa Adanya sebuah ancaman

Masyarakat Karo ialah masyarakat yang sangat terbuka, sehingga tidak pernah
menaruh rasa curiga ataupun takut terhadap orang luar yang ingin mengambil
kebudayaan mereka. Sebab mereka meyakini, setiap orang yang ingin belajar budaya
mereka lebih dalam tentunya akan menambah semakin banyak orang yang akan
mengetahui budaya mereka dan hal tersebut menjadi sebuah kebanggan bagisuku
Karo. Sehingga mereka merasa tidak perlunya untuk perlindungan hak cipta Kulcapi
karna justru akan membatasi penguasaan dan pembelajaran terhadap Kulcapi Karo.

2. Kurangnya Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Karo

Warisan budaya daerah seperti Kulcapi Karo sudah seharusnya diberikan
perlindungan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Karo. Perlindungan yang
dimaksud melalui hak cipta. Sebab selama ini, penggunaan Kulcapi Karo dalam
kegiatan — kegiatan pariwisata dan kebudayaan Karo sangat sering dilakukan tetapi
perlindungannya sama sekali tidak ada. Hal ini tentunya, dianggap remeh oleh
Pemerintah Daerah sebab belum ada yang mengklaim ketika nantinya sudah diklaim
oleh Negara lain barulah mengakibakan kepanikan di ranah pemerintahan.
3. Kesadaran Anak Muda yang kurang terhadap Kesenian Daerahnya

Generasi Z hingga Millenial memang kurang memiliki ketertarikan terhadap
kesenian daerah khususnya di bagian melindungi. Padahal nantinya, ketika ada
Negara lain yang coba mengklaim mereka lah yang akan teriak pada media sosial
akan hal tersebut. Sebenarnya untuk membangun kesadaran ini memang perlu
kesadaran secara personal dari mereka, karna yang dapat meneruskan perkembangan
kesenian tradisional kulcapi karo ini ialah para generasi millennial.

4. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan diatas adalah: Pengaturan
Hukum Kesenian Tradisional Kulcapi Karo dalam Hukum Positif di Indonesia telah diatur
dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga UndangUndang No. 5
tahun 2017 tentang upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya
Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan,
dan Pembinaan Kebudayaan dan Peraturan Pemerintah Tahun 87 tahun 2021.
Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Kesenian Tradisional Kulcapi Karo tertuang
dalam Pasal 38 : Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara; Negara
wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penggunaaan ekspresi budaya tradisional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam
masyarakat pengembannya; Upaya Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Tradisional
Kulcapi Karo dengan mempertahankan warisan budaya dengan melegalisasinya sebagai
sebuah hak cipta agar tidak diklaim oleh siapapun.
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